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Pelayanan publik adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Kotler dalam Sinambela (2016:4), pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.	
	Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa:
“Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dengan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 
penduduk tentang peningkatan pelayanan publik”. 
	Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu pelayanan Administrasi Kependudukan yang berada di suatu pemerintahan.
	Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang paling besar di dunia. Hal ini sesuai dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Dirjen Adminduk) Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, data jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 adalah 275,77 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini maka Indonesia tentunya membutuhkan suatu sistem kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. sistem kependudukan ini diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat dalam pengakuan status pribadi dirinya dan juga status hukum yang melindunginya. Sehingga, dalam kepengurusan semua hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan ditangani oleh suatu instansi yang diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan pada bidang administrasi kependudukan. 
	Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Suatu pembangunan yang menitik beratkan pada faktor manusianya sebagai pendorong gerakan pembangunan tidak akan berhasil bila tidak memiliki data jumlah penduduk yang tepat dan mengetahui bagaimana struktur yang ada pada lingkup penduduk. 
	Untuk memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya dalam suatu wilayah, maka perlu adanya suatu metode administrasi kependudukan yang tepat untuk memudahkan mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan bagaimana struktur penduduk yang ada. Selain itu, perlu dilakukannya pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya menyangkut tentang peristiwa kependudukan untuk memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
	Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan serta dampak pada validitas data kependudukan. Merujuk Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 58 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dijelaskan bahwa data kependudukan bisa dipakai sebagai perencanaan pembangunan, alokasi dana umum, demokrasi hingga pencegahan kriminal.
	Hak identitas diri dan kewarganegaraan diterbitkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa:
“Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penerbitan dokumen dan data negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pemberdayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 
dibidang yang lain.” 
	Kegiatan administrasi kependudukan dilakukan oleh individu masyarakat sejak dari lahir, selama hidupnya, hingga akhir hayatnya. Pelayanan mengenai Administrasi Kependudukan ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang telah diberikan wewenang. Di kabupaten Majalengka kecamatan diberikan wewenang sebagai salah satu penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian serta lainnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Khususnya pada pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Salah satunya di kecamatan Cikijing sejak tahun 2021 pelayanan administrasi kependudukan khususnya KTP dan KK di kecamatan sudah bisa dicetak langsung di kecamatan karena blangko nya sudah tersedia kecamatan.
	Dalam penelitian ini peneliti memilih pelayanan administrasi kependudukan sebagai fokus penelitiannya. Seperti dijelaskan diatas bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penerbitan dokumen dan data negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pemberdayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan dibidang yang lain. 
	Kecamatan Cikijing sebagai salah satu instansi pemerintah yang diberikan wewenang sebagai peneyelenggara pelayanan administrasi kependudukan, hal ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayananan administrasi kependudukan di Indonesia karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada pelakasanaannya berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneiliti pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan Cikijing belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa temuan masalah yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
2. Sumber daya manusia yang ada belum cukup optimal 
3. Banyaknya masyarakat yang masih enggan melakukan pelayanan administrasi kependudukan
	Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengambil judul “Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka”.
1.2 [bookmark: _Toc130823753][bookmark: _Toc133235271][bookmark: _Toc136195561]Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun problem statement (pernyataan masalah) mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka  belum optimal. Masalah yang akan dikaji atau dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan masalah (problem questions) yaitu :
1. Bagaimana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka?
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1.3.1 [bookmark: _Toc130823755][bookmark: _Toc133235273][bookmark: _Toc136195563] Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti merumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
2.  Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya-upaya apa saja dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. 
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		Ketercapaian tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
a. Manfaat teoritis
	Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan wawasan keilmuan di bidang Ilmu Administrasi publik dan juga memperkaya literatur  terkait dengan Pelayanan Publik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu adanya penelitian ini dapat menambah kajian dan wawasan terkait pelayanan administrasi kependudukan.
b. Manfaat Praktis 
	Secara praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat, menjadi acuan serta sumbangan pemikiran bagi peneliti dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini khususnya tentang pelayanan administrasi kependudukan.
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